[ sALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dasar pungutan pajak daerah telah diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, retribusi daerah telah diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu, serta pemanfaatan aset daerah telah diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

b. bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah secara
menyeluruh, harus digali dengan melakukan optimalisasi
melalui kegiatan pemungutan di luar pajak daerah, retribusi
daerah, dan pemanfaatan aset daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Lain-lain Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
8);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang MIlik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH.



Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lain-lain pendapatan daerah adalah pendapatan daerah di luar pajak, retribusi,
dan bagi hasil.

2. Kas Daerah adalah Kas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang selanjutnya disebut DPPKA adalah dinas teknis di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Pasal 2

SKPD dapat menerima atau memungut Lain-lain Pendapatan Daerah di bawah
koordinasi DPPKA.

Pasal 3

Obyek pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;

b. penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga deposito;

c. tuntutan ganti rugi daerah;

d. pendapatan denda;

e. pendapatan dari pengembalian/kelebihan pelaksanaan kegiatan;
f. pendapatan dari angsuran/penjualan;

g. pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;

h. pendapatan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
i. pendapatan dari pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan;
j. pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah;

k. tindak lanjut hasil temuan;

l. pendapatan hibah; dan

m.lain-lain pendapatan di luar huruf a sampai dengan huruf 1.

Pasal 4
Penentuan besaran Lain-lain Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan:
a. ikatan/kontrak/perjanjian;

b. tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2013
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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